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ABSTRACK 

The goal that researchers want to achieve in this study is to find out how the self-assessment 
system, tax bills, and VAT restitution are able to have an effect on VAT revenues that located at Tax Service 
Office Pratama (KPP) on Jepara for the period 2019 until 2022. This research using Self-Assessment 
System, Tax Bill, and Restitution as a variabel and the sample that used is choosen by purposive sampling 
technique. For analyzing this research, researcher used an multiple linear regression analysis with SPSS 
version 22 as it's tool. The data that used on this research is the secondary data that was already processed 
with a population from Tax Service Office Pratama (KPP) on Jepara with a mandatory sample of 46 data 
on Tax Service Office Pratama (KPP) on Jepara. The result that researcher got were Value Added Tax 
(VAT) revenue could be affected by Self-Assessment System and Restitution. Therefore, Tax Bill couldn't 
affect a VAT revenue. 
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Abstrak 

Tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini yakni guna mengetahui bagaimana 
self-assessment system, surat tagihan pajak, dan restitusi PPN mampu memberikan pengaruh terhadap 
penerimaan pajak pertambahan nilai yang bertempat di KPP Pratama Jepara periode 2019 hingga 2022. 
Penelitian ini menggunakan variabel Self-Assessment System, Surat Tagihan Pajak, dan Restitusi dengan 
pemilihan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Analisis penelitian menggunakan analisis 
regresi linear berganda dengan alat uji SPSS versi 22. Pada penelitian ini, data diolah menggunakan jenis 
data sekunder dengan pengambilan jumlah populasi pada KPP Pratama Jepara dengan sampel wajib 46 data 
pada KPP Pratama Jepara. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa Penerimaan PPN dipengaruhi oleh 
Self-Assessment System dan Restitusi. Namun, Penerimaan PPN tidak mampu dipengaruhi oleh indikator 
Surat Tagihan Pajak.  

 
Kata Kunci: Sistem Penilaian Diri, Surat Tagihan Pajak, Restitusi, Pajak Pertambahan Nilai 
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1. PENDAHULUAN 
Pajak memegang peranan penting dalam kehidupan, terutama dalam melakukan pembangunan. Hal ini 

dikarenakan pajak menjadi sumber penerimaan suatu negara untuk mendanai seluruh pengeluaran. Dalam 
penelitian menurut Nofitasari & Tedja (2022), negara memiliki sumber pendapatan terkuat dan dapat 
diandalkan pemerintah, yakni pada indikator perpajakkan yang dapat bersaing dengan sumber pendapatan 
negara lain hingga detik ini. Jepara merupakan wilayah yang ada di Indonesia dengan industri UMKM yang 
bisa dibilang beragam. Seperti yang dikatakan pada laman berita MURIANEWS, (2022) terdapat 80.966 
unit UMKM yang tersedia di Jepara. Sehingga untuk pendapatan yang diterima dari PPN di Jepara 
memiliki kontrobusi sekitar 40% dari penerimaan pajak di KPP Jepara. 

Pajak Self-Assessment System memiliki tujuan untuk meningkatkan pendapatan pemerintah. Sri 
Mulyani melaporkan terkait perkembangan penerimaan pendapatan yang sangat besar pada bulan April 
periode 2022 dalam kurun waktu empat bulan. Dalam hal tersebut, penerimaan Pajak Tahunan dan Surat 
Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang masing-masing dilakukan oleh PPh Badan tercatat senilai Rp567,69 
triliun. Penerimaan pajak dalam empat bulan awal tahun ini berarti berkembang 51,49% dan telah 
mencakup 44,88% dari sasaran yang diresmikan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara periode 2022 
(APBN) Dewi (2022). Selanjutnya, pada bulan Agustus 2022, terdapat informasi penerimaan pajak senilai 
Rp1.171,8 triliun yang disampaikan pada Departemen Keuangan oleh Suryo Utomo selaku Direktorat 
Jenderal Pajak Republik (DJP RI). Baginya, adanya kenaikan beberapa harga komoditas pasar, 
berkembangnya perekonomian yang bersifat ekspansif, menurunnya basis pajak yang terjadi dalam periode 
2021 yang bersumber dari pemberian penawaran oleh pemerintah melalui pemanfaatan perpajakkan 
(insentif fiskal), dan adanya implementasi aturan terkait Harmonisasi Peraturan Perpajakan menjadi titik 
sebab utama dari adanya penerimaan pajak yang baik. Disisi lain, terjadinya tarif PPN yang meningkat 
sekitar 0,4% diduga tidak berdampak pada inflasi Artikel Kementerian Keuangan (2022). Hestu Yoga 
Saksama yang menjabat sebagai Direktur Perpajakan I Direktorat Jenderal Pajak menyatakan bahwa 
pemerintah masih menyediakan wadah guna memaksimalkan pemungutan PPN di Indonesia dengan nilai c-
efficiency PPN Indonesia yang masih memiliki persentase 63,58% dari total PPN yang seharusnya bisa 
dipungut. Terjadinya perubahan undang-undang PPN disebabkan oleh tingginya nilai belanja perpajakan 
dengan fasilitas PPN yang kian mendominasi dengan periode paling mendominasi terjadi di tahun 2019 
hingga mencapai angka belanja perpajakkan senilai 65% (Purwowidhu, 2022). 

Penelitian menurut Panjaitan & Sudjiman (2021) mengartikan bahwa Self-Assessment System yaitu 
cara pemungutan pajak oleh WP untuk menerbitkan prosedur pembayaran sejumlah nominal yang menjadi 
utang di setiap tahun yang selaras dengan pedoman yang telah ditetapkan di Indonesia. Sistem tersebut 
menerapkan teknik pengawasan kepada seorang WP berupa pemeriksaan guna mendeteksi ada tidaknya 
kecurangan yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) sekaligus uji kepatuhan kepada PKP agar 
membayarkan kewajibannya yang selaras dengan pedoman yang telah ditetapkan (Jayanti et al., 2019). 

Untuk mendukung kembali penelitian ini, peneliti mengadopsi beberapa jurnal penelitian terdahulu 
yang relevan dengan penggunaan variabel pada penelitian ini. Hasil penelitian yang bersumber dari jurnal 
acuan oleh Pratiwi et al. (2019) menngindikasikan jika Self-Assessment System dapat mempengaruhi Pajak 
Pertambahan Nilai (PPN). Hasil tersebut didukung oleh penelitian dari Mispa (2019), Migang & Wahyuni 
(2020), Jayanti et al. (2019), Febriana (2022), Desmon & Hairudin (2020), Wahyuni & Anam (2019), dan 
Hamilah (2018). Tetapi, relevansi hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian oleh Panjaitan & 
Sudjiman (2021) dan Maulida (2017) yang mengartikan bahwa variabel X1 pada Self-Assessment System 
tidak memberikan pengaruh terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hasil penelitian yang bersumber dari 
jurnal acuan oleh Pratiwi et al. (2019) mengindikasikan jika adanya indikator Surat Tagihan Pajak dapat 
mempengaruhi penerimaan PPN. Hasil penelitian tersebut selaras dengan penelitian pendukung dari Fitri et 
al. (2022), Meidhawati et al. (2019). Hasil penelitian yang bersumber dari jurnal acuan oleh Pratiwi et al. 
(2019) mengindikasikan jika variabel Restitusi dapat mempengaruhi PPN. Penelitian tersebut didukung 
penelitian dari Zulfa et al. (2018). Tetapi, relevansi hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian 
oleh Riftiasari (2019) dan Jusmani & Qurniawan (2016) yang mengartikan bahwa variabel X3 pada 
Restitusi tidak memberikan pengaruh terhadap PPN. 
 Peneliti mereplikasi topik dan judul penelitian yang telah lebih dulu dilakukan oleh Pratiwi et al. 
(2019) yang menggunakan objek/lokasi penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cibinong 
dalam periode penelitian 2014-2016. Untuk penelitian ini, peneliti berfokus pada objek/lokasi penelitian 
pada KPP Pratama Jepara pada periode 2019-2022 terhitung hingga bulan Oktober periode 2022. 
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2. TINJAUAN PUSTAKA 
2.1. Theory of Planned Behaviour (TPB) 

Dalam kehidupan, seorang individu biasanya menunjukkan perilaku yang bersifat realistis, mampu 
memperkirakan informasi sebelum bertindak, dan mampu memperkirakan konsekuensi dari tindakan yang 
akan dilakukan oleh masing-masing individu (Nofitasari & Tedja, 2022). Teori ini mengartikan bahwa 
adanya niat oleh masing-masing Wajib Pajak menjadi indikator yang dapat menimbulkan perilaku dalam 
memenuhi kewajibannya sesuai dengan estimasi waktu yang telah ditentukan. Terdapat 3 kriteria dalam 
mempengaruhi niat seseorang untuk memenuhi kewajibannya. Pertama, adanya tingkat kepercayaan dari 
Wajib Pajak mengenai hasil kewajiban pajak oleh Wajib Pajak jika semuanya dapat terpenuhi beserta 
evaluasinya (behavior beliefs). Kedua, adanya tingkat kepercayaan oleh Wajib Pajak terkait mengenai 
harapan yang bersifat normatif serta motivasi yang dimiliki guna pemenuhan harapan tersebut (normatif 
beliefs). Ketiga, adanya tingkat kepercayaan Wajib Pajak terkait kekuatan berbagai indikator yang dapat 
menjadi faktor pendukung maupun penghambat dari Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya (control 
beliefs). Ketiga indikator yang digunakan oleh peneliti dalam mempengaruhi Penerimaan PPN memiliki 
keterkaitan dengan control beliefs, dikarenakan sistem tersebut dapat memperkuat keyakinan Wajib Pajak 
dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan (Nofitasari & Tedja, 2022). 

 
2.1.1. Pajak Pertumbuhan Nilai (PPN) 

Pajak Pertambahan Nilai yang biasa dikenal dengan istilah PPN dapat dimaknai sebagai realisasi 
nilai pungutan yang bersumber dari adanya transaksi Wajib Pajak (WP) dalam statusnya sebagai Pengusaha 
Kena Pajak (PKP) pada aktivitas jual-beli barang maupun jasa. Pada tahun 2021, kenaikan tarif Pajak 
Pertambahan Nilai (PPN) ditetapkan oleh pemerintah sebesar 10% menjadi 11% dan 12% pada tahun 
selanjutnya melalui ketetapan peraturan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan 
Perpajakan (Lathifa, 2022). 

 
2.1.2. Self-Assessment System 

Dalam aktivitas penerimaan pajak, Self-Assessment System dapat dikenal sebagai suatu rangkaian 
kegiatan pemungutan pajak yang dimulai dari aktivitas perhitungan hingga pelaporan kewajiban pajak 
terutangnya secara individu. Pengukuran Self-Assessment System dinilai melalui total penerimaan e-billing 
yang disalurkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jepara 
menggunakan estimasi perhitungan setiap bulan sejak periode 2019 hingga 2022. Seorang Wajib Pajak 
(WP) memiliki probabilitas untuk tidak memenuhi pajak terutangnya jika rangkaian aktivitas Self-
Assessment System tidak berjalan dengan baik, seperti adanya kelalaian, kesengajaan maupun minimnya 
pengetahuan Wajib Pajak terkait tata cara pembayaran pajak terutang, sehingga hal tersebut dapat 
mempengaruhi pendapatan negara dalam penerimaan pajak (Wahyuni & Anam, 2019). Pada sistem ini, 
seorang individu yang berstatus sebagai Wajib Pajak (WP) menggunakan alat bantu berupa Surat 
Pemberitahuan Masa PPN (SPT PPN) untuk memenuhi tanggungjawabnya atas kewajibannya setiap bulan. 
Jika nilai Self-Assessment System mengalami peningkatan, hal tersebut akan selaras dengan peningkatan 
penerimaan PPN oleh Wajib Pajak. Tetapi, hal tersebut tidak selaras dengan penurunan nilai Self-
Assessment System yang nantinya nilai dari penerimaan PPN akan mengalami penurunan yang sama 
dengan Self-Assessment System (Ni Kadek Widi Ariyati, 2019). Target pemungutan PPN di Kota Jepara 
hingga saat ini masih berada pada persentase 98 persen. Untuk kedepannya, pemerintah Kota Jepara 
memasang target dalam rangka meningkatkan persentase pemungutan PPN dengan kenaikkan 1 hingga 2 
persen agar mencapai target maksimal dengan persentase 100 persen. 
 
H1 :  Self-Assessment System berpengaruh terhadap Pajak Pertambahan Nilai 
 
Surat Tagihan Pajak (STP) 
 Penerapan Surat Tagihan Pajak (STP) dalam mempengaruhi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai 
(PPN) dapat diartikan sebagai surat ketetapan yang difungsikan dalam pemungutan pajak maupun 
pemberian sanksi administrasi yang terdiri dari besaran denda dan bunga oleh Wajib Pajak (WP)  yang 
dikeluarkan dan ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) ketika seorang Pengusaha Kena Pajak 
(PKP) tidak sanggup untuk melakukan penyetoran pajak terutang dalam penerimaan PPN (Fitri et al., 
2022). 
 
H2 : Surat Tagihan Pajak berpengaruh terhadap Pajak Pertambahan Nilai 
 
Restitusi Pajak 



 
 
 

AKUNTANSI’45 Vol 3 No. 2 November 2022| E-ISSN: 2747-2647 ; P-ISSN:  2828-7215, Hal 70-79 

73 
 

Indikator penilaian peneriman PPN lain yang dapat memberikan pengaruh yakni Restitusi Pajak 
yang dapat dimaknai sebagai permohonan seorang Wajib Pajak (WP) untuk dilakukannya pengembalian 
dana pajak kepada negara yang memiliki kelebihan pembayaran maupun pembayaran yang tidak terutang. 
Tata cara restitusi khususnya PPN, dimulai dengan pengajuan permintaan oleh Wajib Pajak (WP) dan 
dilanjutkan dengan pemeriksaan permintaan pengajuan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang 
bersumber dari Pasal 4 (3) (Anjarwi & Kharisma, 2021). 
 
H3 : Restitusi berpengaruh terhadap Pajak Pertambahan Nilai 
 

 
Gambar 1 
Kerangka Pemikiran 
 
3. METODOLOGI PENELITIAN 

Pada periode penelitian ini, penerapan variabel Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai 
variabel terikat yang berpacu pada jurnal acuan terdahulu dan akan diterapkan kembali oleh peneliti. 
Kemudian, penggunaan variabel bebas oleh peneliti yang difungsikan guna mengetahui pengaruh terhadap 
variabel terikat pada periode penelitian ini yakni Self-Assessment System, Surat Tagihan Pajak, dan 
Restitusi PPN. Definisi operasional masing-masing variabel terikat sebagai berikut: 
 
Variabel Keterangan 
Self-Assessment System Jumlah e-billing yang dikeluarkan oleh KPP Pratama 

Jepara per bulan tahun 2019-2022. 

Surat Tagihan Pajak Jumlah Surat Tagihan Pajak di KPP Pratama Jepara per 
bulan tahun 2019-2022. 

Restitusi Jumlah restitusi PPN di KPP Pratama Jepara per bulan 
dari tahun 2019-2022. 

 
Populasi yang diterapkan peneliti yakni seluruh jenis pajak yang terdapat pada Kantor Pelayanan 

Pajak (KPP) Pratama Jepara sepanjang periode penelitian 2019 hingga 2022 dengan tipe waktu penelitian 
secara runtut (time series). Peneliti menggunakan metode purposive sampling pada pengambilan sample. 
Peneliti menggunakan jenis data sekunder, yakni pengambilan data melalui pihak ketiga dan bersumber 
dari perusahaan terkait dengan sumber pengambilan data melalui pengajuan penelitian langsung pada 
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jepara pada periode penelitian 2019 hingga 2022. Metode analisis data yang 
diterapkan oleh peneliti dengan mengacu pada jurnal acuan terdahulu yakni analisis regresi linear berganda 
guna mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Beberapa uji yang dilakukan pada 
penelitian ini yakni Pengujian Asumsi Klasik, Pengujian Metode Asumsi Klasik One Sample Kolmogorov-
Smirnov, Pengujian Metode Autokorelasi dengan Durbin-Watson, Pengujian Metode Heteroskedastitas, 
Pengujian Metode Multikolinearitas, Pengujian Metode Analisis Regresi Linear Berganda, Pengujian 
Metode Koefisien Determinasi, dan Pengujian Metode Hipotesis Parsial (Uji t). Dalam menerapkan 
beberapa pengujian tersebut, peneliti menggunakan alat uji berupa SPSS versi 22 dengan rumus di bawah 
ini: 
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Y = a + B1X1 + B2X2 + B3X3 + e 
Keterangan: 
Y :  Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 
a :  Konstanta 
B :  Koefisien Regresi 
X1 :  Self-Assessment System 
X2  :  Surat Tagihan Pajak 
X3  :  Restitusi PPN 
e :  Error 
 
 
4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Asumsi Klasik 
Tabel 1 
Hasil Uji Statistik Deskriptif 

Variabel Jumlah 
Data (N) 

Nilai Minimal Nilai Maksimal Nilai Rata-Rata Nilai Standar 
Deviasi 

Self-Assessment 
System (X1) 

46 567 1456 1050,26 219,485 

Surat Tagihan 
Pajak (X2) 

46 765 1456 1043,13 210,561 

Restitusi (X3) 46 1,048,194,384 55,533,278,470 8,980,306,085,30 8,920,840,941,30 
PPN (Y) 46 4,263,209,292 36,595,115,534 11,638,683,988,7 5,312,860,606,537 
Sumber: Data yang diolah 2022 
 
  

Statistik deskriptif dalam penelitian pada KPP Pratama Jepara tahun 2019-2022 disajikan pada 
Tabel 1. Variabel Self-Assessment System (X1) memiliki nilai mean senilai 1,050.26 lembar dan senilai 
219.485 pada standar deviasinya jika diukur menggunakan jumlah lembar SSP PPN dari total sampel 46 
bulan. Hal yang demikian menunjukkan bahwa data yang diperoleh tidak bervariasi atau cenderung 
menyebar. Dalam ketentuan nilai, Self-Assessment System memiliki 2 kriteria nilai, yakni sebanyak 567 
dan 1456 lembar yang masing-masing dalam nilai minimal dan maksimal. 
 

Variabel Surat Tagihan Pajak (X2) memiliki nilai mean senilai 1043,13 lembar dan senilai 
210,561 lembar pada standar deviasinya jika diukur menggunakan jumlah lembar SSP PPN dari total 
sampel 46 bulan. Hal yang demikian menunjukkan bahwa data yang diperoleh tidak bervariasi atau 
cenderung menyebar. Dalam ketentuan nilai, Surat Tagihan Pajak memiliki 2 kriteria nilai, yakni sebanyak 
765 dan 1456 lembar yang masing-masing dalam nilai minimal dan maksimal. 
 

Variabel Restitusi (X3) memiliki nilai mean senilai Rp8.980.306.085,30 dan senilai 
Rp8,920,840,941.301 pada standar deviasinya jika diukur menggunakan jumlah lembar SSP PPN dari total 
sampel 46 bulan. Hal yang demikian menunjukkan bahwa data yang diperoleh bervariasi dan cenderung 
menyebar. Dalam ketentuan nilai, Restitusi Pajak memiliki 2 kriteria nilai, yakni sebanyak 
Rp1,048,194,384 dan Rp55,533,278,470 yang masing-masing dalam nilai minimal dan maksimal. 
 

Variabel Pajak Pertambahan Nilai (Y) memiliki nilai mean senilai Rp11,638,683,988.72 dan senilai Rp 
5,312,860,606.537 pada standar deviasinya jika diukur menggunakan jumlah lembar SSP PPN dari total 
sampel 46 bulan. Hal yang demikian menunjukkan bahwa data yang diperoleh bervariasi dan cenderung 
menyebar. Dalam ketentuan nilai, PPN memiliki 2 kriteria nilai, yakni sebanyak Rp4,263,209,292, dan 
Rp36,595,115,534 yang masing-masing dalam nilai minimal dan maksimal. 
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Uji Normalitas 
 
Tabel 2 
Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov 

Nilai Signifikansi 
(2-tailed) 

0,156 

Sumber : Data yang diolah 2022 
 
Hasil uji normalitas dalam penelitian pada KPP Pratama Jepara tahun 2019-2022 disajikan pada Tabel 

2. Nilai Sig menunjukkan angka senilai 0,156 yang terindikasi lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, 
hipotesis nol (H0) yang diajukan oleh peneliti dapat diterima dan dapat dilanjut pada pengujian selanjutnya 
karena data yang diolah telah terdistribusi secara normal. 

 
Uji Autokorelasi 

 
Tabel 3 
Hasil Uji Autokorelasi Durbin-Watson 

Model 
Nilai Autokorelasi 

Durbin Watson 
1 1,518 

Sumber : Data yang diolah 2022 
 
Hasil uji autokorelasi Durbin-Watson dalam penelitian pada KPP Pratama Jepara tahun 2019-2022 

disajikan pada Tabel 3. Nilai Durbin Watson yang tertera di dalam tabel sebesar 1.518, sedangkan nilai dL 
(1.3912) DW (1.518) dU (1.6677). Dengan demikian, data yang telah diolah mendapat hasil ketidak 
pastian, maka dilakukan uji Runs Test untuk dilakukan pengecekan autokorelasi lebih lanjut. 

 
Uji Runs Test 

Tabel 4 

Hasil Uji Runs Test 

Asymp. Sig. (2-tailed) .297 

 
 Hasil uji runs test diatas mendapatkan nilai Signifikan 0,297, karena nilai tersebut diatas 0,05 
maka hasil uji runs test diatas tidak terdapat autokorelasi dan bisa dilakukan dengan uji berikutnya.  

 
 

Uji Heteroskedasitas 
 
Tabel 5 
Hasil Uji Heteroskedasitas Spearman’s Rho 

Variabel 
Nilai 
Signifikansi 

Self-Assessment 
System (X1) 

0,104 

Surat Tagihan 
Pajak (X2) 

0,438 

Restitusi (X3) 0,387 
Sumber : Data yang diolah 2022 
 

Hasil uji heteroskedastisitas dalam penelitian pada KPP Pratama Jepara tahun 2019-2022 disajikan 
pada Tabel 3. Masing-masing nilai Sig pada variabel X yang tertera di dalam tabel menunjukkan angka 
yang nilainya lebih besar dibandingkan 0,05. Dengan demikian, data yang telah diuji dalam pengujian ini 
tidak terjadi heteroskedastisitas, sehingga peneliti dapat melanjutkan pengujian pada tahap selanjutnya. 
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Uji Multikolinearitas 
 
Tabel 6 
Hasil Uji Multikolinearitas 

Variabel Nilai 
Tollerance 

Nilai VIF 

Self-Assessment 
System (X1) 

0,803 1,246 

Surat Tagihan 
Pajak (X2) 

0,864 1,157 

Restitusi (X3) 0,920 1,087 
 

Sumber : Data yang diolah 2022 
 
 

Hasil uji multikolinearitas dalam penelitian pada KPP Pratama Jepara tahun 2019-2022 disajikan 
pada Tabel 5. Kriteria Nilai Variance Inflator Factor (VIF) yang menjadi dasar dalam penetapan uji 
multikolinearitas yakni memiliki nilai VIF < 10,00. Dalam hasil penelitian ini, nilai VIF pada masing-
masing variabel berada di angka < 10,00. Dengan demikian, data yang telah diuji dalam pengujian ini tidak 
terdapat multikolinearitas, sehingga peneliti dapat melanjutkan pengujian pada tahap selanjutnya. 
 
Uji Linear Berganda 
 
Tabel 7 
Hasil Uji Linear Berganda 

Variabel 
Nilai Koefisien 
Regresi 

(Konstanta) 1746161626999,427 
Self-Assessment 
System (X1) 

-1820311,201 

Surat Tagihan 
Pajak (X2) 

-5904608,115 

Restitusi (X3) 0,086 
Sumber : Data yang diolah 2022 
 
 

Hasil uji linear berganda dalam penelitian pada KPP Pratama Jepara tahun 2019-2022 disajikan 
pada Tabel 6 yang diimplementasikan menggunakan persamaan linear berganda berikut ini: 
 
Y = 17461626999.427 - 1820311.201X1  - 5904608.115X2 + 0.086X3 + e 
 
Keterangan: 
Y :  Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 
X1 :  Self-Assessment System 
X2  :  Surat Tagihan Pajak 
X3  :  Restitusi PPN 
e  :  Error Term 
 

Menurut persamaan regresi linear berganda yang telah dipaparkan diatas menggunakan rumus yang 
tertera, deskripsi dari masing-masing nilai dijabarkan sebagai berikut: 

a. Pada saat nilai konstanta menunjukkan besaran angka 17,461,626,999.427, maka seluruh nilai dari 
masing-masing variabel bebas memiliki nilai 0. Dalam kondisi yang demikian, nilai dari variabel 
terikat berada pada besaran nilai 17,461,626,999.427. 

b. Ketika Self-Assessment System mengalami pertumbuhan satu satuan, sedangkan variabel bebas 
lainnya memiliki nilai 0 (nol), maka nilai koefisien regresi nya akan menunjukkan besaran angka -
1,820,311.201. Dalam kondisi yang demikian, nilai variabel terikat akan mengalami pengurangan 
nilai dengan besaran angka 1,820,311.201 satuan. 



 
 
 

AKUNTANSI’45 Vol 3 No. 2 November 2022| E-ISSN: 2747-2647 ; P-ISSN:  2828-7215, Hal 70-79 

77 
 

c. Ketika Surat Tagihan Pajak mengalami pertumbuhan satu satuan, sedangkan variabel bebas 
lainnya memiliki nilai 0 (nol), maka nilai koefisien regresi nya akan menunjukkan besaran angka -
5,904,608.115. Dalam kondisi yang demikian, nilai variabel terikat akan mengalami pengurangan 
nilai dengan besaran angka 5,904,608.115 satuan. 

d. Ketika Restitusi mengalami pertumbuhan satu satuan, sedangkan variabel bebas lainnya memiliki 
nilai 0 (nol), maka nilai koefisien regresi nya akan menunjukkan besaran angka +0.086. Dalam 
kondisi yang demikian, nilai variabel terikat akan mengalami pengurangan nilai dengan besaran 
angka 0.086 satuan. 

 
 
Koefisien Determinasi 
Tabel 8 
Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Nilai R 
Square 
0,169 

Sumber : Data yang diolah 2022 
 

Hasil uji koefisien determinasi dalam penelitian pada KPP Pratama Jepara tahun 2019-2022 disajikan 
pada Tabel 7. Nilai R Square yang ditampilkan dalam table di atas menunjukkan besaran angka 0,169 atau 
dalam satuan persen sebesar 16,9%. Dari keadaan yang demikian, tersajinya variabel bebas (X) sebanyak 3 
indikator mampu memberikan pengaruh terjadap variabel terikat (Y) berupa Penerimaan PPN sebesar 
16,9%. Sedangkan, persentase lain yang menunjukkan angka 0,831 atau 83,1% berada dalam indikator lain 
yang dapat mempengaruhi Penerimaan PPN diluar kebutuhan peneliti dalam penelitian ini. 
 
Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t) 
 
Tabel 9 
Hasil Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t) 
 

Variabel 
Nilai t 
(hitung) 

Nilai 
df 

Nilai t 
(tabel) 

Nilai 
Signifikansi 

Keterangan Kesimpulan 

Self-Assessment System (X1) 2,390 42 2,018 0.727 H1 Diterima Signifikan 

Surat Tagihan Pajak (X2) -0,017 42 2,018 0.086 H2 Ditolak 
Tidak 
Signifikan 

Restitusi (X3) 2,028 42 2,018 0.34 H3 Diterima Signifikan 
Sumber : Data yang diolah 2022 
 

Hasil uji hipotesis secara parsial (uji t) dalam penelitian pada KPP Pratama Jepara tahun 2019-
2022 disajikan pada Tabel 9 dengan deskripsi dari masing-masing nilai dijabarkan sebagai berikut: 
 
Variabel X1 terhadap Y  

Nilai signifikansi yang ditunjukkan pada informasi di atas menujukkan besaran nilai yang 
melebihi 0,05, yakni 0,727. Kemudian, nilai parsial (t hitung) menampilkan besaran nilai yang melebihi 
nilai parsial (t tabel, 2,018), yakni 2,390. Dari keadaan yang demikian, hipotesis yang menunjukkan bahwa 
indikator variabel bebas (X1) tidak berpengaruh terhadap Penerimaan PPN (H1) diterima. Sehingga, 
Penerimaan PPN (Y) dipengaruhi signifikan oleh indikator Self-Assessment System (X1). 
 
Variabel X2 terhadap Y  

Nilai signifikansi yang ditunjukkan pada informasi di atas menujukkan besaran nilai yang 
melebihi 0,05, yakni 0,086. Kemudian, nilai parsial (t hitung) menampilkan besaran nilai yang kurang dari 
nilai parsial (t tabel, 2,018), yakni -0,017. Dari keadaan yang demikian, hipotesis yang menunjukkan bahwa 
indikator variabel bebas (X2) tidak berpengaruh terhadap Penerimaan PPN (H2) ditolak. Sehingga, 
Penerimaan PPN (Y) tidak dipengaruhi signifikan oleh indikator Surat Tagihan Pajak (X2). 
 
Variabel X3 terhadap Y  
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Nilai signifikansi yang ditunjukkan pada informasi di atas menujukkan besaran nilai yang melebihi 
0,05, yakni 0,34. Kemudian, nilai parsial (t hitung) menampilkan besaran nilai yang melebihi nilai parsial (t 
tabel, 2,018), yakni 2,028. Dari keadaan yang demikian, hipotesis yang menunjukkan bahwa indikator 
variabel bebas (X3) tidak berpengaruh terhadap Penerimaan PPN (H3) diterima. Sehingga, Penerimaan 
PPN (Y) dipengaruhi signifikan oleh indikator Restitusi (X3). 
 
 
5. KESIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1. Kesimpulan 

Menurut hasil penelitian terkait hipotesis yang telah dipaparkan oleh peneliti, maka variabel bebas 
dapat memberikan pengaruh terhadap variabel terikat yang dilihat dari 2 aspek, yakni: 
1. Secara simultan, seluruh indikator variabel bebas (X) mampu memberikan pengaruh terhadap 
variabel terikat (Y) berupa Penerimaan PPN pada KPP Pratama Jepara periode 2019-2022 secara 
bersamaan. 
2. Secara parsial, Penerimaan PPN (Y) dipengaruhi secara signifikan oleh indikator Self-Assessment 
System (X1) dan Restitusi (X3). Sedangkan, Penerimaan PPN (Y) tidak dipengaruhi signifikan oleh 
indikator Surat Tagihan Pajak (X2) pada KPP Pratama Jepara periode 2019-2022.. 

 
5.2. Saran 

Menurut hasil kesimpulan yang telah dipaparkan oleh peneliti, maka saran membangun yang dapat 
diberikan kepada peneliti bagi kebutuhan penelitian selanjutnya yakni: 

 
5.2.1. Aspek Teoritis 
Adanya perluasan pada objek penelitian selanjutnya yang diikuti dengan rentang waktu penelitian 
serta penggunaan variabel penelitian selanjutnya yang lebih relevan dengan Penerimaan PPN, 
seperti pada 22 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I yang telah diisi oleh KPP 
Pratama, dimana tempat penelitian dilakukan. 

 
5.2.2. Aspek Praktis 
Penelitian terkait Penerimaan PPN diharapkan mampu menjadi evaluasi serta masukkan untuk 
KPP Pratama dalam menumbuhkan dan menguatkan sistem pembayaran pajak secara mandiri 
(Self-Assessment System). 
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